
 
 
 

 
 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH 
 
 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

   NOMOR 43 TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 70 
TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI 
HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2013 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

        GUBERNUR  JAWA TENGAH, 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka bagi hasil cukai hasil tembakau 
sesuai ketentuan Pasal 66 A ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang  Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, telah 
ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 
Tahun 2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah 
Tahun Anggaran 2013; 

 

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaaan, 
khususnya surat Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Nomor S-463/PK/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal 
Perubahan Alokasi Sementara DBH CHT TA 2013, maka 
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a perlu dilakukan perubahan; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak-
sud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 
Anggaran 2013; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pemben-
tukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabe-
anan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 



 
 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4755); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin-
tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per-
imbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem-
bentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia 
Nomor 3373); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 



 
 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 7); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 10); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai-
mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Per-
aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi 
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang 
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan 
Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 
tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah;  

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2012 
tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 
Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2012 Nomor 70); 

 

MEMUTUSKAN  : 
 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 70 
TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI 
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH 
PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH 
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 
2013. 

 
 

Pasal  I 
 

Ketentuan Pasal 1 pada Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 
Tahun 2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 70) diubah menjadi sebagaimana 



 
 

tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 
 

 
Pasal II 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah.  

 
 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal  13  Agustus 2013 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 
 ttd 
 
 

      BIBIT WALUYO 
 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal  13  Agustus 2013     
     
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
              JAWA TENGAH 
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, 
 

                     ttd 
 
  SRI PURYONO KARTOSOEDARMO 
 
 
 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


